MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR: P.3/Menhut-I1/2G08

TENTANG

DELINIASI AREAL IZIN USAHA PEMANFAATARM HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HJUTAN TANAMAN

Menimbang

Mengingat

a.

MENTERI KEHUTANAN,

bahwa berdasarkan Pasal 140 huruf a, Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan,
ditetapkan bahwa terhadap ha‘. pengusahaan hutan (HPH),
hak pemungutan hasil hutaii {i{PHH), atau IUPHHK yang
diberikan berdasarkan ketentuari peraturan perundang-
undangan sebelum ditetapkannye peraturan pemerintah ini
tetap berlaku sampai dengan hax atau izinrya berakhir;
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf a, maka
Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau IUPHHK-
HTI dalam Hutan Tanaman yang telah diberikar sebelum
atau setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 dapat melanjutkan kegiatan pembangunan
hutan tanaman pada areal yang telah ditetapkan sebagai
areal kerja HPHT atau IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman;
bahwa dalam rangka pelaksaraan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, periu dilakukan deliniasi terhadap
areal kerjanya antara lain ager fungsi produksi dapat
optimal dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan
keseimbangan lingkungan;

bahwa berdasarkan pertimtangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan c, peri: ditetapkan Deliniasi Areal
IUPHHK pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan
Tanaman dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan E¥osistemnya;
Undang-undang Nomer 24 Taiwun 1992 tentang Penataan
Ruang;

Undarg-undang Nemor 23 Tat:un 1%57 tentang Fengelolaan
Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 41 Tanun 1995 tentang Kehutanan
jo. Nomor 19 Tahun 2004;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana
Reboisast;

6. Peraturan...
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Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980
tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-1I/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang
telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Nomor
P.17/Menhut-11/2007.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG DELINIASI

AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN
TANAMAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disebut HTI adalah hutan tanaman
pada hutan produksi yang dibangun oleh pelaku usaha kehutanan untuk
meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan
silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.

2. IUPHHK...
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IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan
produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman,
pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

Areal Kerja IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman adalah areal hutan produksi
yang ditetapkan Menteri Kehutanan untuk pembangunan hutan tanaman
untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan nroduksi dengan menerapkan
silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bak.an baku industri hasil hutan.

Tata Ruang IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman adalah hasil penataan areal
kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukaniiya sebagai kawasan lindung,
areal tanaman pokok, tanaman unggulan, tanamman kehidupan, dan sarana
prasarana.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang dilindungi dalam rangka perlindungan
dan pemeliharaan sumber daya alam.

Tanaman Pokok adalah jenis pohon yang ditanam dengan tujuan untuk
memproduksi hasil hutan kayu dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan
baku industri hasil hutan.

Tanaman Unggulan adalah tanaman yang mempuiyai daya saing nilai jual di
pasaran dan daya tumbuh yang baik di suatu tempat dan atau jenis pohon asli
di daerah yang bersangkutan, yang secara teknic telah dikuasai teknik-teknik
silvikulturnya sehingga dapat dikembangkan seraqai unit usaha mandiri dan
atau bagian dari areal hutan tanaman.

Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tuitain peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan
kayu atau tanaman tahunan (pohon) yang menghasilkan hasil hutan bukan
kayu atau gabungan dari keduanya dan dikelola dalam skala usaha yang
ekonomis oleh masyarakat melalui pola kemiiraan dengan pemegang izin
UPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman yang bersangkutan

Sarana dan prasarana adalah peralatan, bangunan dan tapak areal yang
dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha nemanfaatan hasil hutan kayu
(UPHHK) pada HTI dalam Hutan Tanaman.

Deliniasi adalah penilaian atau seleksi visual don pembedaan wujud gambaran
pada berbagai data dan informasi keadaan faktua: lapangan atau areal hutan
dengan jalan menarik garis batas.

Penyiapan lahan adalah kegiatan persiapan, pembersihan lahan dan
pengolahan lahan untuk keperluan penanaman.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung
jawab di bidang bina produksi kehutanan.

Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas can tanggung jawab di bidang
pengembangan hutan tanaman.

Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung
jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi yaing bersangkutan.

i5. Kepala...
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15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan
tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah kabupaten/kota yang
bersangkutan.

16. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi yang selanjutnya
disebut Kepala Balai adalah kepala unit pelaksana teknis yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

17. Pemegang Izin UPHHK HTI dalam Hutan Tanaman, yang selanjutnya disebut
pemegang izin adalah badan usaha yang ditetapkan Menteri mendapatkan izin
usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman
pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan,
penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.

18. Penyedia jasa konsultansi adalah badan hukum atau perguruan tinggi yang
berpengalaman untuk memberikan jasa penilaian terhadap pemegang IUPHHK
pada HTI dalam Hutan Tanaman, dan memiliki tenaga ahli kehutanan,
lingkungan dan sosial.

Pasal 2

(1) Pemegang izin harus melaksanakan deliniasi secara makro untuk seluruh areal
kerja dan deliniasi mikro terhadap bagian areal kerja yang masih berupa hutan
alam bekas tebangan (logged over area).

(2) Pelaksanaan deliniasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk
percepatan pembangunan hutan tanaman dengan tujuan memaksimalkan fungsi
produksi dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan keseimbangan
lingkungan.

(3) Hasil pelaksanaan deliniasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk standar
pelaksanaan operasional percepatan pembangunan HTI.

BAB II
TATA CARA DELINIASI

Bagian Kesatu
Deliniasi Makro dan Kerangka Acuan Kerja Rencana Deliniasi Mikro

Pasal 3

(1) Deliniasi makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan
secara mandiri (seff-approval) oleh pemegang izin.

(2) Deliniasi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh
pemegang izin dan dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultansi.

Pasal 4...
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Pasal 4

(1) Deliniasi makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk
mengelompokkan areal IUPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman menjadi:

a. Areal hutan alam bekas tebangan;
b. Areal yang telah ditanami;
c. Areal tanah kosong, padang alang-alang dan semak belukar;
d. Sarana prasarana,
e. Pemukiman, sawah, ladang, kebun, areal pinjam pakai.
(2) Hasil deliniasi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Laporan Hasil Deliniasi Makro sebagaimana format yang tercantum dalam

Lampiran I Peraturan ini, yang disahkan oleh Direksi pemegang izin dan
dilengkapi peta skala 1:50.000.

Pasal 5

(1) Berdasarkan hasil deliniasi makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
pemegang izin menyampaikan Kerangka Acuan Rencana (KAR) Pelaksanaan
Deliniasi Mikro kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.

(2) Format Kerangka Acuan Rencana Pelaksanaan Deliniasi Mikro sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
Pasal 6

Laporan hasil deliniasi makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan
KAR Pelaksanaan Deliniasi Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
disampaikan secara bersama-sama kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.

Pasal 7

Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal c.q
Direktur dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari mengkoordinasikan instansi
terkait lingkup Departemen Kehutanan untuk membuat arahan tertulis atas KAR
pelaksanaan deliniasi mikro di lapangan oleh pemegang izin.

Bagian Kedua
Deliniasi Mikro
Pasal 8
(1) Pelaksanaan deliniasi mikro dilakukan dengan cara mengukur, mencatat,

memberi tanda, memetakan dan menganalisa areal hutan alam sehingga
diperoleh informasi mengenai:

a. Areal hutan alam yang harus dipertahankan.

b. Areal hutan alam yang dipertahankan untuk diusahakan dengan sistem
silvikultur bukan Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB).
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c. Areal hutan alam yang dapat dikembangkan untuk pembangunan hutan
tanaman dengan menggunakan sistem silvikultur Tebang Habis dengan
Permudaan Buatan (THPB).

Areal hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dijaga
dan dilindungi sebagai areal hutan produksi alam yang berfungsi sebagai
kawasan lindung.

Dalam hal terdapat areal hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
butir b, maka areal tersebut diutamakan untuk pengembangan tanaman
unggulan setempat.

Areal hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir ¢ untuk
pengembangan tanaman pokok dan atau tanaman kehidupan dan atau
tanaman unggulan dan atau pengembangan sarana dan prasarana.

Pengembangan tanaman kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dalam bentuk
kemitraan.

Pasal 9

Kriteria areal hutan alam yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a.

Kriteria-1, Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah
dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan atau lebih besar
dari 175 (seratus tujuh puluh lima).

Kriteria-2, Kawasan hutan dengan kelerengan lebih dari 40% dan atau dengan
kelerengan lebih dari 15% untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi
yaitu regosol, litosol, organosol dan renzina.

Kriteria-3, Kawasan hutan dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar
dari 2.000 (dua ribu) meter dari permukaan laut.

Kriteria-4, Kawasan hutan bergambut di hulu sungai dan rawa dengan
ketebalan lebih dari 3 (tiga) meter.

Kriteria-5, Kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;

2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah
rawa;

3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah
dari tepi pantai.

Kriteria-6, Kawasan penyangga (buffer zone) hutan lindung dan atau kawasan

konservasi.

g. Kriteria
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Kriteria-7, Kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN).
Kriteria-8, Kawasan perlindungan satwa liar (KPSL).

Kriteria-9, Kawasan cagar budaya dan atau iimu pengetahuan.
Kriteria-10, Kawasan rawan terhadap bencana alam.

Kriteria-11, Berdasarkan hasil penilaian jasa konsultansi, areal hutan alam
tersebut memiliki karakterisitik sumberdaya hutan untuk diusahakan dengan
sistem silvikultur bukan THPB.

Pasal 10

Pelaksanaan deliniasi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselesaikan
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya arahan KAR
Pelaksanaan Deliniasi Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dari
Direktur Jenderal c.q Direktur.

Hasil pelaksanaan deliniasi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam laporan hasil deliniasi mikro sesuai format yang tercantum
dalam Lampiran III Peraturan ini dan ditandatangani oleh Direksi pemegang
izin.

Laporan hasil deliniasi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilengkapi dengan peta-peta hasil deliniasi makro dan mikro skala 1:50.000
dan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direksi pemegang sebagaimana
format dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Laporan hasil deliniasi mikro dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur
sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11
Direktur Jenderal melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
implementasi hasil deliniasi mikro.

Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan evaluasi
implementasi hasil deliniasi mikro.

Kepala Balai melakukan pemantauan atas penyelenggaraan deliniasi.

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1), Direktur Jenderal atau pejabat yang ditugaskan dapat melakukan penilaian
atau evaluasi lapangan untuk mengetahui kemajuan implementasi hasil deliniasi
mikro sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV...
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BAB 1V
PELAPORAN

Pasal 13

Pemegang izin wajib menyampaikan laporan semesteran tentang kemajuan
implementasi hasil deliniasi mikro daiam rangka percepatan pembangunan hutan
tanaman kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur, derqan tembusan kepada Kepala
Dinas Provinsi.

BAB V
KETENTUAN PERALIRAN

Pasal 14

Proses deliniasi makro atau mikro yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya
Peraturan ini tetap berlaku, dan proses selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan
ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasa! 15

(1) Pada saat peraturan ini mulai beriaku, maka Kaputusan Menteri Kehutanar
Nomior SK.101/Menhut-1I/20C4 jis Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.23/Menhut-1I/2005 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/ Menhut-
I1/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Februari 2008

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, MENTERTI KEHUTANAN

ttd "

SuU
NIP. 080068472 H. M.S. KABAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Menteri Negara Lingkungan Hidup;

2.
3. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
4. Gubernur seluruh Indonesia;

5 Bupati....
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Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan
tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh
Indonesia;

Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas
dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di
seluruh Indonesia;

Kepala UPT Direktorat Jenderal Bina Produksi
Kehutanan di seluruh Indonesia



Lampiran I  Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor :  P.3/Menhut-II/2008
Tanggal : 6 Februari 2008

Tentang : DELINIASI AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL
HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM
HUTAN TANAMAN

FORMAT LAPORAN HASIL DELINIASI MAKRO

Halaman Sampul/Judul

Halaman sampul/judul memuat nama pemegang IUPHHK-HTI, nomor keputusan
IUPHHK-HTI, luas areal, lokasi kabupaten/kota dan provinsi)

Halaman Pengesahan

Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman judul, dengan
mencantumkan tanggal penyusunan, lokasi penyusunan.

Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat uraian yang mengantarkan pentingnya penyusunan
Hasil Deliniasi Makro dalam rangka mengidentifikasi luas areal hutan alam bekas
tebangan; areal yang telah ditanami; areal tanah kosong, padang alang-alang
dan semak belukar; sarana prasarana; serta pemukiman, sawah ladang, kebun,
areal pinjam pakai. Kata Pengantar ditandatangani oleh Direktur Utama
pemegang IUPHHK-HTI.

Daftar Isi
Daftar Isi memuat sistematika penyusunan deliniasi makro.
Daftar Tabel

Daftar Tabel memuat judul tabel yang disajikan dalam buku laporan Hasil
Deliniasi Makro sebagai standar pelaksanaan operasional percepatan
pembangunan hutan secara berurutan.

Daftar Gambar

Daftar Gambar memuat judul gambar/grafik yang disajikan dalam laporan Hasil
Deliniasi Makro sebagai standar pelaksanaan operasional percepatan
pembangunan hutan tanaman secara berurutan.

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat judul Lampiran yang disajikan dalam buku Laporan
Deliniasi Makro secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Latar Belakang memuat uraian mengenai pentingnya pelaksanaan
deliniasi makro dalam rangka Rencana Percepatan Pembangunan
Hutan Tanaman, kepemilikan saham perusahaan, pengurus
perusahaan (Komisaris dan Dewan Direksi), dan filosofi manfaat
hasil deliniasi sebagai standar pelaksanaan operasional percepatan
pembangunan hutan tanaman secara ringkas.

1.2. Maksud......
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BAB V
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Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud, tujuan dan sasaran pelaksanaan deliniasi makro,
diuraikan dalam butir-butir.

Manfaat

Manfaat pelaksanaan deliniasi makro dijelaskan secara ringkas,
diuraikan dalam butir-butir.

DATA POKOK

Bab ini memuat data dan informasi mengenai Nama pemegang
IUPHHK-HTI, Keputusan IUPHHK-HTI beserta perubahan terakhir,
Klas Perusahaan, Status Permodalan, Kepemilikan dan komposisi
Saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir,
Susunan Komisaris dan Direksi, serta keterkaitan dengan industri
primer hasil hutan kayu, dengan melampirkan dokumen Surat
Perjanjian atau MoU atau keterkaitan saham. Penulisan pada Sub
Bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.

KEADAAN UMUM

3.1. Luas dan Letak Areal Kerja
Luas dan Letak Areal Kerja memuat uraian mengenai Luas Areal
Kerja, Iklim, Topografi, Ketinggian Tempat, Geologi, Tanah,
Hidrologi. Penulisan pada Sub Bab ini disajikan secara pointers,
ringkas dan jelas.

3.2. Keadaan Hutan
Keadaan hutan memuat uraian kondisi vegetasi, keberadaan satwa
liar. Penulisan pada Sub Bab ini disajikan secara ringkas dan jelas.

METODOLOGI

4.1. Ruang Lingkup Kajian
Sub bab ini memuat informasi mengenai Wilayah Kajian,
Komponen Lingkungan vyang Dikaji, Spesifikasi Peta yang
diperlukan. Penulisan pada Sub Bab ini disajikan secara ringkas
dan jelas.

4.2. Metode Pengumpulan Data
Sub Bab ini menguraikan metode pengumpulan Data Sekunder dan
Data Primer.

4.5. Prosedur Deliniasi Makro

Sub Bab ini menguraikan prosedur Deliniasi Makro berdasarkan
Peraturan Manteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-11/2007.

HASIL DELINIASI MAKRO

Bab ini menguraikan hasil pengelompokan areal IUPHHK-HTI
dalam satuan luas (hektar) dan proporsi (persentase) menjadi:
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Areal hutan alam bekas tebangan

Areal hutan yang telah ditanami

Areal tanah kosong, padang alang-alang dan semak belukar
Sarana dan prasarana

e. Pemukiman, sawah, ladang, kebun, areal pinjam pakai.

BABVI PENUTUP

a0 oo

Sub Bab ini memuat butir-butir pokok hasil deliniasi makro sebagai
standar pelaksanaan operasional percepatan pembangunan hutan
tanaman.

LAMPIRAN

Lampiran terdiri dari peta hasil deliniasi makro skala 1:50.000 dan SK
IUPHHK-HTI dan atau dokumen Surat Perjanjian atau MoU atau
keterkaitan saham.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi MENTERI KEHUTANAN

ttd.

NIP. 080068472 H. M.S. KABAN



Lampiran II Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor . P.3/Menhut-11/2008
Tanggal : 6 Februari 2008
Tentang : DELINIASI AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL

HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI
DALAM HUTAN TANAMAN

FORMAT
KERANGKA ACUAN RENCANA (KAR) PELAKSAINAAN DELINIASI MIKRO

Halaman Sampul/Judul
Halaman sampul/judul memuat nama pemegang IUPHHK-HTI, nomor keputusan
IUPHHK-HTI, luas areal, lokasi (kabupaten/kota dan provinsi), dan penyedla jasa
konsultansi.

Halaman Pengesahan

Halaman persetujuan memuat informasi yang ada nada haleman judul, dengan
mencantumkan tanggal penyucunan, lokasi peryusuran, disahkan oleh Direktur
Utama pemegang izin dan Direktur Utama Penyediz Jasa Konsultansi.

Kata Pengantar
Kata Pengantar memuat uraian yang mengantaika~ pentingnva penyusunan
KAR Deliniasi Mikro sebagai standar pelaksainaan operasional percepatan
pembangunan hutan tanaman. Kata Pengantar citandatangani oleh Direktur
Utama pemegang izin.

Daftar Isi

Daftar Isi memuat sistematika penvusunan KAR Pelaksanaan Deliniasi Mikro
sebagai standar pelaksanaan operasional percenatan pembangunan hutan
tanaman.

Daftar Tabel :
Daftar Tabel memuat judul tabel vanyg disajikar d:!?m KAR Pelaksanaan Deliniasi
Mikro sebagai standar pelaksaraan operasional nercenatan pembpangunran hutan
secara berurutan.

Daftar Gambar
Daftar Gambar memuat judul gambar/grafik yang- disajikan dalam Kerangka
Acuan Rencana Pelaksanaan Deliniasi M|Kro sebagai standar pelaksanaan
operasional percepatan pembangunan hutan tanaman secara berurutan.

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat judul Lampirain yang disaiikan daiam Kerangka Acuan
Rencana Pelaksanaan Deliniasi Mikro secara beriiriitan.

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang o »
Latar Belakang memuat uraian menzenai pentingnya menyustn
KAR pelaksanaan deliriasi mikro, kepemilikan saham perusabaan,
pengurus perusahaan (Komisaris dan Cewan Direksi), dan manfaat

sebagai standar pelaksanaan operasicnzi percepatan pembangunan
nutan tanaman.



BAB II

BAB III

BAB IV
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1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran
Maksud, tujuan dan sasaran penyusunan KAR pelaksanaan deliniasi
mikro, diuraikan dalam butir-butir.

1.3. Manfaat
Manfaat pelaksanaan penyusunan KAR pelaksanaan deliniasi mikro
dijelaskan secara ringkas, diuraikan dalam butir-butir.

DATA POKOK

2.1. Pemegang IUPHHK-HTI
Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai hama pemegang
IUPHHK-HTI, Keputusan IUPHHK-HTI beserta perubahan terakhir,
Klas Perusahaan, Status Permodalan, Kepemilikan dan Komposisi
Saham berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir,
Susunan Komisaris dan Direksi, serta keterkaitan dengan industri
primer hasil hutan kayu, dengan melampirkan dokumen Surat
Perjanjian atau MoU atau keterkaitan saham. Penulisan pada Sub
Bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.

2.2. Penyedia Jasa Konsultansi

Sub bab ini menguraikan nama badan usaha penyedia jasa
konsultansi, status permodalan, kepemilikan dan komposisi saham
berdasarkan Akte Notaris beserta perubahan terakhir, susunan
Komisaris dan Direksi, disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.

KEADAAN UMUM

3.1.

3.2.

Luas dan Letak Areal Kerja

Luas dan Letak Areal Kerja memuat uraian mengenai Luas Areal
Kerja, Iklim, Topografi, Ketinggian Tempat, Geologi, Tanah,
Hidrologi. Penulisan pada Sub Bab ini disajikan secara pointers,
ringkas dan jelas.

Keadaan Hutan

Keadaan hutan memuat uraian kondisi vegetasi, keberadaan satwa
liar. Penulisan pada Sub Bab ini disajikan secara ringkas dan jelas.

RENCANA PELAKSANAAN DELINIASI MIKRO DI LAPANGAN

4.1.

4.2.

Ruang Lingkup Kajian

Sub bab ini memuat informasi mengenai, Wilayah Kajian, Komponen
Lingkungan yang Dikaji, Spesifikasi Peta yang diperlukan. Penulisan
pada Sub Bab ini disajikan secara ringkas dan jelas.

Metode Pengumpulan Data

Sub Bab ini menguraikan metode pengumpulan Data Sekunder dan
Data Primer.
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4.5. Prosedur Pelaksanaan Deliniasi Mikro

Sub Bab ini menguraikan prosedur pelaksanaan Deliniasi Mikro
berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-
11/2007.

BABV RANCANGAN HASIL DELINIASI MIKRO

Bab ini menguraikan substansi (%ay out) laporan hasil deliniasi
mikro sesuai ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-11/2007.

BAB VI PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN DELINIASI MIKRO

6.1. Tata Waktu Pelaksanaan

Sub bab ini memuat rencana tata waktu pelaksanaan deliniasi
mikro, sejak tahap persiapan sampai dengan penyusunan laporan
hasil deliniasi mikro.

6.2. Susunan Tim Pelaksana dan Uraian Tugas.

Sub bab ini menguraikan susunan tim, jabatan dan uraian tugas
masing-masing personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan
deliniasi mikro di lapangan.

LAMPIRAN

Lampiran terdiri dari peta hasil deliniasi makro skala 1:50.000, dan peta
pendukung (tematik)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi MENTERI KEHUTANAN

ttd.

SUPARNO
NIP. 080068472 H. M.S. KABAN



Lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P.3/Menhut-I11/2008
Tanggal : 6 Februari 2008
Tentang : DELINIASI AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL

HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI
DALAM HUTAN TANAMAN

FORMAT LAPORAN HASIL DELINIASI MIKRO

Halaman Sampul/Judul :

Halaman sampul/judul memuat nama pemegang IUPHHK-HTI, nomor keputusan
IPUHHK-HTI, luas areal, lokasi kabupaten/kota dan provinsi)

Halaman Pengesahan
Halaman persetujuan memuat informasi yang ada pada halaman judul, dengan
mencantumkan tanggal penyusunan, lokasi penyusunan, disyahkan oleh Direktur
Utama pemegang izin.

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat uraian singkat dan padat yang menggambarkan
hasil Deliniasi Mikro sebagai standar pelaksanaan operasional percepatan
pembangunan hutan tanaman secara holistik.

Kata Pengantar
Kata Pengantar memuat uraian yang mengantarican pentingnya penyusunan
Deliniasi Mikro sebagai standar peiaksanaar operasional percepatan
pembangunan hutan tanaman. Kata Pengantar ditandatangani oleh Direktur
Utama pemegang IUPHHK-HTI.

Daftar Isi

Daftar Isi memuat sistematika penyusunan laporar Hasi! Deliniasi Mikro sebagai
standar pelaksanaan operasional percepatan pembangunan hutanr tanaman.
Daftar Tabel
Daftar Tabel memuat judul tabel yang disajikar: dalam buku laporan Hasil
Deliniasi Mikro sebagai standar pelaksanaan operasional percepatan
pembangunan hutan secara berurutan.
Daftar Gambar .
Daftar Gambar memuat judul gambar/grafik yang disajikan dalam laporan Hasil
Deliniasi Mikro sebagai standar pelaksaraarr operasional percepatan
pembangunan hutan tanaman secara beiurutan.
Daftar Lampiran

Daftar Lampiran memuat judul Lampiran yang disajikan dalam buku Laporan
Deliniasi Mikro secara berurutan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Latar Belakang memuat uraian mengenai pentingnya pelaksanaan
deliniasi mikro sebagai standar pelaksanaan operasional rencana
percepatan pembangunan hutars tanaman, kepeinilikan saham
perusahaan, pengurus perusahaan {¥omisaris dan Dewan Direksi).



BAB II

BAB III

(2)

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran
Maksud, tujuan dan sasaran deliniasi mikro sebagai standar
pelaksanaan operasional percepatan pembangunan hutan tanaman
dijelaskan secara ringkas, diuraikan dalam butir-butir.

1.3. Manfaat
Manfaat pelaksanaan deliniasi mikro sebagai standar pelaksanaan
operasional percepatan pembangunan hutan tanaman dijelaskan
secara ringkas, diuraikan dalam butir-butir.

DATA POKOK

2.1. Pemegang Izin UPHHK-HTI
Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai Nama
pemegang IUPHHK-HTI, Keputusan IUPHHK-HTI beserta
perubahan terakhir, Klas Perusahaan, Status Permodalan,
Kepemilikan dan komposisi Saham berdasarkan Akte Notaris
beserta perubahan terakhir, Susunan Komisaris dan Direksi, serta
keterkaitan dengan industri primer hasil hutan kayu, dengan
melampirkan dokumen Surat Perjanjian atau MoU atau keterkaitan
saham Penulisan pada Sub Bab ini disajikan secara pointers,
ringkas dan jelas.

2.2. Penyedia Jasa Konsultansi

Sub bab ini memuat data dan informasi mengenai Data Legalitas
dan Data Pokok penyedia jasa konsultansi yang melaksanakan
Deliniasi Mikro beserta susunan tim pelaksana dan job descriptions
masing-masing tenaga yang terlibat.

KEADAAN UMUM

3.1

3.2.

Luas dan Letak Areal Kerja

Luas dan Letak Areal Kerja memuat uraian mengenai Luas Areal
Kerja, Iklim, Topografi, Ketinggian Tempat, Geologi, Tanah,
Hidrologi. Penulisan pada Sub Bab ini disajikan secara pointers,
ringkas dan jelas.

Keadaan Hutan

Keadaan hutan memuat uraian kondisi vegetasi dan penutupan
lahan, gambaran tata ruang areal kerja yang ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 70/Kpts-1I/1995 tanggal 6
Pebruari 1995 jis Nomor 246/Kpts-11/1996 tanggal 29 Mei 1996
dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-1I/2006
tanggal 4 April 2006, kondisi vegetasi, keberadaan satwa liar.
Penulisan pada Sub Bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan
jelas.

3.3. ...



BAB IV

BAB V

3)

3.3. Sosial Ekonomi dan Budaya
Sub Bab ini memuat uraian mengenai Aksesibilitas, Kependudukan,
Mata Pencaharian dan Aktifitas Perekonomian, Agama dan
Kepercayaan, Pendidikan, Kesehatan, Adat Istiadat, Situs dan
Benda Cagar Budaya, Kawasan Perlindungan, Iptek dan Pariwisata.
Sub Bab ini juga menguraikan persebaran desa/penduduk dan
digambarkan dalam peta Lampiran. Penulisan pada Sub Bab ini
disajikan secara pointers, ringkas dan jelas.

METODOLOGI

4.1. Kerangka Analisis
Sub Bab ini menguraikan sistematika analisis 11 (sebelas) kriteria
yang ditetapkan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.58/Menhut-11/2007.

4.2. Ruang Lingkup Kajian
Sub bab ini memuat informasi mengenai Wilayah Kajian,
Komponen Lingkungan yang Dikaji, Spesifikasi Peta yang
diperlukan. Penulisan pada Sub Bab ini disajikan secara pointers,
ringkas dan jelas.

4.3. Metode Pengumpulan Data
Sub Bab ini menguraikan metode pengumpulan Data Sekunder dan
Data Primer.

4.4. Metode Analisis
Sub Bab ini menguraikan metode analisis Komponen Fisik-Kimia,
Komponen Biologi dan Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya.

4.5. Prosedur Deliniasi Mikro

Sub Bab ini menguraikan prosedur Deliniasi Mikro berdasarkan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2007. Sub
Bab ini merupakan uraian mendetail tentang kerangka analisis
pada Sub Bab 4.1.

HASIL DELINIASI MIKRO

5.1.

5.2.

Analisis Kriteria

Sub Bab ini menguraikan hasil analisis sesuai ketentuan yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/
Menhut-I1/2007.

Hasil Deliniasi Mikro
Sub Bab ini menguraikan hasil Deliniasi Mikro, yang dikelompokkan
menjadi:

5.2.1. ....
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5.2.1. Luas areal hutan alam yang harus dipertahankan dan
wajib dijaga dan dilindungi sebagai areal hutan produksi
alam yang berfungsi sebagai kawasan lindung.

5.2.2. Areal hutan untuk diusahakan dengan sistem silvikultur
bukan THPB.

5.2.3. Luas areal hutan alam yang dialokasikan untuk kegiatan
pembangunan hutan tanaman, yang meliputi perluasan
tanaman pokok, tanaman unggulan, pengembangan
tanaman kehidupan dan untuk pembangunan sarana dan
prasarana.

Sub Bab ini juga memuat informasi potensi kayu pada areal yang
dipertahankan sebagai hutan produksi alam dan potensi kayu pada
areal yang akan dialokasikan untuk pembangunan hutan tanaman.
Penulisan pada Sub Bab ini disajikan secara pointers, ringkas dan
jelas.

BABVI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1.  Kesimpulan
Sub Bab ini memuat butir-butir poksk hasil Deliniasi Mikro dalam
rangka percepatan pembangunan hutan tanaman.

7.2. Rekomendasi
Sub ini memuat butir-butir rekomendasi kepada pemegang
IUPHHK-HTI/HPHTI sebagai standar pelaksanaan operasional
percepatan pembangunan hutan tanaman, baik pada LOA yang
dipertahankan maupun LOA untuk pengembangan hutan tanaman
serta sistem silvikultur pada LOA vyang masih produktif;
ketersediaan bibit untuk tanaman pokok; tanaman unggulan
maupun tanaman kehidupan; penyediaan tenaga kerja. Sub Bab
ini juga memuat rekomendasi yang nerkaitan dengan perubahan
tata ruang.

LAMPIRAN

Lampiran terdiri dari peta hasil deliniasi makro dan mikro skala 1 : 50.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi MENTERI KEHUTANAN

SUPARNO,SH

td

NIP. 080068472 H. M.S. KABAN



Lampiran IV  Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P.3/Menhut-1I/2008
Tanggal : 6 Februari 2008
Tentang : DELINIASI AREAL IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL

HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI
DALAM HUTAN TANAMAN

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini
Nama :
Jabatan

Bertindak untuk
dan atas nama

Alamat
Telpon/Fax
E-mail

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa saya:

1. Dalam rangka percepatan pembangunan hutan tanaman, saya akan
mengimplementasikan seluruh hasil deliniasi mikro secara profesional dengan
mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk
memberikan hasil kerja terbaik.

2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab.

(tempat).., (tanggat)..., (bulan)..., (tahun)...

S
Materai Rp 6.000,00
(Nama Jelas)
(Jabatan)
Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Birq Hukum dan Organisasi, MENTERI KEHUTANAN
ttd

H. M.S. KABAN
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